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’_'PERATURAN‘BUPATI BENGKALIS
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN SIST EM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang’

‘k'“’Men_ginga't‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ BUPATI BENGKALIS

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerlntah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang = Sistem Pengendalian Intern Pemerlntah di
Ilngkungan Pemermtah Kabupaten Bengkalls R :

L1

‘Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom ,
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propmsn Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan
. (Lembaran - Negara Republlk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

‘dengan Undang-Undang- Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3890); :
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 “tentang - Perbendaharaan |

' Negara(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

‘Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), ‘

“Undang-Undang Nomor.- 32 Tahun - 2004 tentang Pemerintahan Daefah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah’

~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang’ Pemenntahan '

-~ Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59 f
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indone5|a Nomor 4844), ‘ ‘

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah - Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara: Republlk ‘
Indonesia Nomor 4438), e

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2005 Nomor: 140,
Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ’ -

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman . Pemblnaan

“dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. ‘Daerah (Lembaran Negara

‘Republlk Indonesna Tahun 2005 Nomor 165), )



“ Mernetapkan

=) '_9*. :‘Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan '
" Pemerintah -~ antara Pemerintah, . Pemerintahan - Daerah Propinsi dan -

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndoneSIa &
Tahun 2007 Nomor 82);

, ;10 Peraturan Pemerintah Nomof 41 Tahun 2007 tentang OrganlsaS| Perangkat,

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

L 11 Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendallanj‘f |

~Intern Pemenntah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2008.
‘Nomor 127); :

12. Peraturan Daei’éh Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalls (Lembaran - -

Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07), .
g MEMUI'USKAN | -

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

i BABI
KEI'ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat| ini yang d|maksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

2 Pemerinah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga| unsur"”f’ )

*penyelenggara pemerlntahan daerah

- 3. Bupati adalah Bupati Bengkalls, o

4, Inspektorat adalah " Inspektorat Kabupaten Bengkalls, yang melakukan
_pengawasan |ntern Pemenntah Daerah yang bertanggung]awab kepada
~ Bupati;

1 : 5 Satuan Kerjéﬁ Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur- Perangkat Daerah

. sebagai unsur penyelenggara pemerlntahan daerah Kabupaten Bengkalis; -

6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangrlntegral pada tindakan dan -

- kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

;"pegawal untuk memberikan ‘keyakinan memadai atas tercapainya tujuan -
. organisasi. melaluu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan ~pelaporan

- keuangan, pengamanan daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-ﬁf
“‘undangan; - . g 2

7. Penyelenggaraan Slstem Pengendallan Intern Pemerlntah adalah Sistem =~ .
- Pengendalian Intern yang dlselenggarakan secara menyeluruh di hngkungan s

Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

8. Pengawasan Intern “adalah seluruh proses keglatan audlt reviu, evaluasi, -

- pemantauan, dan:Kegiatan' pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

~ dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai s

 bahwa- kegiatan ‘telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
- ditetapkan secara efektif -dan efesien untuk kepentlngan pxmplnan dalam  ~

S mewujudkan tata kepemenntahan yang baik;

9. Audit, adalah proses identifikasi masalah anaI|S|s dan evalua5| bukt| yang B
- dilakukan ‘secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar =
audit, untuk menilai: kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektlwtas, efisiensi .

- dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

10 Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastlkan'g",‘
. bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,‘ T

~ rencana atau norma yang telah ditetapkan. . .

11. Evaluasi adalah’ rangkalan keglatan membandlngkan hasnl atau prestasn suatu?_[
- kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah dltetapkan, dan -

- menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasﬂan atau kegagalan i
suatu keglatan dalam mencapal tu1uan A i




ﬂ 12 Pemantauan, adalah proses penllalan kemaJuan suatu program atau keglatan‘
dalam mencapan tujuan yang telah ditetapkan.

_13 Keglatan pengawasan Ialnnya adalah kegiatan pengawasan yang antara Ia|n
- “berupa  sosialisasi = pengawasan, pendidikan dan. pelatihan pengawasan,
.- pembimbingan dan konsulta5|, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan - -
ha5|l pengawasan i e ; ‘, ‘

L A BABII : B
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Baglan Kesatu -
- Umum '

| Pasal 2

(1) Untuk mencapa| pengelolaan keuangan daerah yang efektlf efesien, -
transparan, -dan akuntabel, . SKPD ‘wajib melakukan pengendahan atas’
" penyelenggaraan kegiatan. pemermtahan daerah :

B ',(2) Pengendallan ‘atas . penyelenggaraan  kegiatan pemerlntahan daerah"’

~_sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman"v "

pada Penyelanggaraan SPIP sebagalmana diatur dalam Peraturan Bupatn ini.

: (3) Penyelenggaraan SPIP sebagalmana dimaksud pada ayat (2) bertUJuan untuk
' memberikan keyakman yang memadai- bagi tercapainya efektivitas -dan
“efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan
pelaporan keuangan, -pengamanan aset daerah  dan ketaatan terhadap

i peraturan perundang undangan A '

v Pasal 3

'»""(1) SKPD waJ|b menerapkan SPIP sebagalmana dlatur dalam pasal 2 ayat (2)
Peraturan Bupati ini. s

s {‘(2) SPIPD terdiri atas unsurw
a .[a-,llngkungan pengendallan

" b. penilaian re5|ko, -
c. kegiatan pengendahan, R
i d - informasi dan komunlkasgda'h
e Tpemantauan pengendallan |ntern

. (3) Penerapan unsur SPIPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan
‘ menyatu dan men]adl baglan mtegral dari keglatan SKPD L

Pasal 4

bl (1()1 Penyelenggaraan SPIP dlkoordlna5|kan oleh Sekretarls Daerah

I (2) Penyelenggaraan sebagalmana dimaksud ayat (1) dllaksanakan berdasarkan’" '
~ petunjuk pelaksana penyelenggaraan SPIP.

: ‘v(3); ’Ketentuan petun]uk pelaksana penyelenggaraan SPIP sebagalmana dlmaksud
- ayat (2) tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan
baglan yang tidak terplsahkan dengan Peraturan Bupatl ini.

Pasal 5

@ Dalam proses penyelenggaraan SPIP dlbentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan
- SPIP Pemerlntah Daerah dan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP SKPD..

"(2')_'Ketentuan Ieblh IanJut ‘mengenai - Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP‘_QI

. Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupatn -
" (3) Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP ‘SKPD dltetapkan dengan Keputusan S
g Kepala SKPD. = : ; B '



: . BAB III
PENGUATAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektlwtas penyelenggaraan Slstem
Pengendalian Intern di Ilngkungan SKPD masing-masing. :

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem ‘Pengendalian Intern
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsn SKPD termasuk akuntabllltas keuangan. _

: daerah Ry g

: _ Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagalmana dlmaksud pada pasal 6 ayat (2) d|lakukan "
o oleh Inspektorat : R

(2) Inspektorat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan
intern melalm o )

a. Audlt
b, ReV|u,
e Evaluasu, ’f
d. Pemantauan dan
e Kegxatan pengawasan lalnnya R

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh keglatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungS| SKPD yang dldanal dengan Anggaran
‘Pendapatan dan Belanja Daerah : :

 BABIV
KETENTUAN PENUTUP "
: Pasal 9

<Peraturan Bupat| ini muIa| berIaku pada tanggal dlundangkan

~ Agar setlap ‘orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan -
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Januari 2011
- BUPATI BENGKALIS

" H. HERLIYAN SALEH

Diundangkén di Bengkalis | ',
pada tanggal 17 Januari 2011 : -
_Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAL|S' o :

~BYRHANUDDIN, MH
“ PEMBINA UTAMA MUDA
" NIP.19620220 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 05



LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR . : 05 TAHUN 2011
S TANGGAL : 17 J2ANUART 2011

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH :
‘ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

GAMBARAN UMUM

A TUJUAN -

1. Membenkan pemyataan kepada Kepala Satuan Ker_;a Perangkat Daerah selaku Pengguna‘ :
Anggaran/Pengguna. Barang bahwa APBD telah diselenggarakan ‘berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah dlselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansu Pemenntah dan Keleakan Akuntansi- Daerah Kabupaten
Bengkalis. ‘ S : ‘

2. Membenkan pedoman pengendahan kepada Kepala SKPD dalam menyelenggamkan seluruh
- kegiatan, mulai dari perencanaan, - pelaksanaan, pengawasan, ~sampai dengan
' pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan

- efekdif, serta hanya membenkan keyakman yang memadai bukan keyaklnan mutiak. '

3. Memberikan keyakman memada| bahwa penyelenggaraan keglamn pada SKPD dapat -
mencapai tujuan secara efisien dan- efektif, melaporkan pengelolaan keuangan daerah
secara andal, mengamankan aset daerah dan mendorong ketaatan terhadap peraturan :
perundang-undangan o A

B. MANFAAT

1 Tercapainya efektlﬁtas dan eﬁsnensn pencapaian tu1uan SKPD sebagal baglan dan perangkat.
dan penyelenggara pemenntah daerah s ; o

2. Adanya ]amman keandalan Iaporan keuangan SKPB dan Iaporan keuangan daerah sehmgga
dapat dlpercaya : _ , , -

3. =I’erc1ptanya pengamanan aset daerah dlbawah kewenangan SKPE yang mengelola aset
daerah dalam rangka melaksanakan akhvntas untuk mencapal tu;uan SKPD dan Pemenntah
Daerah. T . -

4, Terlaksananya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai.
bagian dari penyelenggara negara/daerah yang berakuntablhtas :

DAFTAR UJI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
A Penegakan inbegntas dan Nllal Etlka |

1. -Satuan Ker]a Perangkat Daerah telah menyusun ‘dan menerapkan aturan penlaku serta
kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan
praktik yang tidak dapat diterima tem1asuk benturan kepentmgan Hal- hal yang periu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: o '
a. Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan dengan hal-hal

seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan -
kepentingan, keglatan polltlk “pegawai, glatxﬁka5|, dan penerapan kecermatan =
profesional. o ,
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- b. Secara berkala pegawa| menandatanganl pemyataan komltmen untuk menerapkan
aturan perilaku tersebut.

c. Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahm penlaku yang dapat

- diterima dan tidak dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku
yang tidak dapat diterima dan tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkutan
mengetahui adanya sikap penlaku yang tldak dapat diterima. .

. Suasana etis dlbangun pada setiap tingkat pimpinan Satuan Kena Perangkat Daerah dan

- dikomunikasikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan Hal hal

yang periu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah membina serta mendorong teraptanya budaya :
yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Hal ini bisa dicapai melalui - -
komunikasi lisan dalam rapat, dISkUSI, dan melalun keteladanan dalam keglatan sehan-
hari.

b. Pegawai memperhhatkan adanya dorongan se]awat untuk menerapkan sikap perilaku
dan etika yang baik. :

¢. Pimpinan Satuan Kerja Pelangkat Daerah melakukan tmdakan yang cepat dan tepat ,

- . segera setelah tlmbulnya gejala masalah

. Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan Ieglslatlf pegawai rekanan, ‘

auditor, dan pihak lainnya dilaksanakan dengan tlngkat ebka yang tinggi. Hal- hal yang pedu . :

- dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan program yang dlsampa1<an kepada
badan legislatif, Intansi Pemerlntah dan plhak yang berkepentingan disajikan dengan :
~wajar dan akurat. -

" b. Pimpinan Satuan Kena Perangkat Daerah mengungkapkan masalah dalam instansi yang - ., -
- bersangkutan serta menerima komentar dan: rekomendasn pada ‘saat audltor dan i

evaluator melakukan tugasnya.

c. Atas kekurangan tagihan dari rekanan atau keleblhan pembayaran dan pengguna Jasa - L

segera dilakukan perbaikan.

' " d. Satuan Kerja Perangkat Daerah memlhki proses penanganan tuntutan dan kepentmgan_

pegawal secara cepat dan tepat

. Tindakan d|$|p||n yang tepat dllakukan terhadap penylmpangan atas kebuakan dan prosedur‘ L

- atau atas pelanggaran aturan penlaku Hal hal yang perlu dlperhmbangkan adalah sebagaly
berikut: L

a. Pimpinan Satuan Ker]a Perangkat Daerah mengambll tmdakan atas pelanggaran‘ -

- kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. - o o

'b. Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai - di hngkungan Satuan Kena -
Perangkat Daerah sehingga pegawai mengetahun konsekuenS| dan penylmpangan dan
pelanggaran yang dilakukan. : , :

. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah men]elaskan dan mempertanggung]awabkanf o
. adanya intervensi atau pengabaian atas pengendahan mtem Hal- hal yang perlu'
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: :
a. Terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensu, dan tingkat plmplnan ‘yang '
~ diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian.

- b. Intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intemn dldokumenta51kan secara

“lengkap termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil. ,

c. Pengabaian pengendalian intem tidak boleh dilakukan oleh plmplnan Satuan Kerja 3
Perangkat Daerah tingkat bawah kecuali dalam keadaan darurat dan segera dilaporkan
kepada pimpinan Satuan Ker_;a Perangkat Daerah yang Ieblh tlnggl, serta :

‘ dldokumenta5|kan o D

. ‘Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menghapus kebuakan atau penugasan yang dapat ,
mendorong perilaku tidak etis. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan tujuan yang realistis dan dapatA

dicapai dan tidak menekan pegawai untuk me‘ncapai‘thjua"n lain yang tidak realistis.
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o b. ‘Pumplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya membenkanj f ST

penghargaan untuk memngkatkan penegakan mtegntas dan kepatuhan terhadap nilai-
nilai etika.. \
(o Kompensas dan kenaikan ]abatan atau promosn dldasarkan pada prestasn dan kini.

B. Komitmen terhadap kompetensu

1.

lepman Satuan Kerja Perangkat Daerah mengndent:ﬁkasu dan menetapkan keglatan yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: -

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menganalisis tugas yang periu dilaksanakan
atas suatu pekerjaan dan memberikan pertimbangan serta pengawasan yang diperiukan.

b. Pimpinan Satuan Kerja . Perangkat Daerah menetapkan dan  memutakhirkan uraian
]abatan abu perangkat Iam untuk mengndentnﬁkasn dan mendeﬁmsukan tugas khusus

Satuan Ker]a Perangkat Daerah menyusun standar kompetensn untuk setiap tugas dan

- fungsi pada masing-masing posisi dalam Satuan Ker]a Perangkat Daerah. Hal- hal yang periu
~_dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan, -keahlian, = dan kemampuan 'yang dlperlukan untuk setiap Jabatan
diidentifikasi dan diberitahukan kepada pegawai. S

b. Terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terplllh untuk mendudukl suatu ‘
jabatan telah memlllkl pengetahuan, keahhan, dan kemampuan yang diperlukan. ' :

Satuan Keqa Perangkat Daerah menyelenggarakan pelatlhan dan pemblmbingan untuk
membantu pegawai mempertahankan dan memngkat;kan kompetens: pekerjaannya Hal- hal .

- yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Terdapat program pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
b. Satuan . Kerja Perangkat = Daerah - sudah menekankan perlunya . ‘pelatihan
§ berkesmambungan dan memiliki mekanisme pengendalian untuk membantu memastlkan .’
bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan yang tepat. o
c. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki keahlian mana]emen yang dlperlukan
- dan sudah dilatih untuk membenkan ‘pembimbingan. yang " efektif - bagi penlngkatan’
kinerja. .

-  d. Penilaian klnerja didasarkan pada pemlalan atas faktor pentmg pekerjaan dan dengan

jelas mengidentifikasi peker]aaan yang telah dllaksanakan dengan balk dan yang masnhk .
memerlukan peningkatan.
e. Pegawai mendapat pemblmblngan yang obyektuf dan konstruktlf untuk pemngkatan ,
~ kinerja. ’

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah memlllkl. tanggungJaWab dan melakukan' g

: perlindungan terhadap seluruh aset dan informasu dan akses danggunaan yang tidak sah.

'lepman SKPD melakukan |nterakS| dan komumkasn yang mtensnf dengan plmpman pada

* tingkatan yang Ieblh rendah.

C. Kepemlmpman yang kondusnf. A :

1

72
)

leplnan Satuan Ker]a Perangkat Daerah memlllkl S|kap yang selalu mempertlmbangkan
risiko dalam pengambllan keputusan : ‘ , .

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerapkan mana]emen berbaS|s klner]a

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mendukung fungsi tertentu dalam penerapan_ o .

. SPIP, antara. lain pencatatan. dan pelaporan - keuangan, sistem manajemen -informasi, -

pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik mtem maupun ekstem Hal-hal yang perlu »

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: :

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan akuntansn dan anggaran
untuk pengendallan keglatan dan evaluasi klner_la » '
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.ff;“penyelenggara akuntansn yang dldesentrahsa5| memlllkl tanggung Jawab membuat .
- laporan kepada pejabat keuangan pusat.

penyelenggaraan manajemen keuangan,' akuntanS| dan anggaran dlkendahkan oleh

- pejabat pengelola keuangan sehingga terdapat sinkronisasi dengan barang milik negara.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan fungsi manajemen informasi

 untuk mendapatkan. data operasional yang penting dan mendukung upaya

penyempurnaan sistem informasi sesuai perkembangan teknolog| informasi.

" Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memberi perhatian yang besar pada pegawai
-operasional dan menekankan pentingnya pembinaan sumber daya manusia yang baik.

‘Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memandang pentmg dan merespon informasi

‘ hasnl pengawasan

4, lepman Satuan Kerja Perangkat Daerah memlhkl tanggungJawab dan melakukanf
« perhndungan terhadap aset dan mformasu dari akses dan penggunaan yang tidak sah

5. leplnan Satuan Kerja Perangkat daerah melakukan mteraksn dan komumkasu yang intensif
dengan pimpinan pada tlngkatan yang lebih rendah. - , _

6. leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki snkap yang posnt:f dan responsnf terhadap

: - pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan keglatan Hal-hal
~yang ‘perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: . :
"~ -a.. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengetahuu dan ikut berperan dalam isu

penting pada laporan keuangan serta mendukung penerapan pnnsnp-pnnsnp dan estimasi
akuntansi yang konservatif.
Pimpinan Satuan Kerja Petangkat Daerah mengungkapkan semua mformasn keuangan,

“anggaran, dan program yang diperlukan agar kondisi kegiatan dan keuangan Satuan
~Kerja Perangkat Daerah tersebut dapat dipahami sepenuhnya.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menghlndan penekanan pada pencapaian

- hasil-hasil jangka pendek.
. Pegawai tidak menyampalkan Iaporan penapalan target yang t|dak tepat atau tldak
- akurat. : .
.. Fakta tidak dlbesar-besarkan dan estimasi anggaran tldak dmngglkan sehlngga menjadl‘ | .

8 tldak waJar

7. Tdak ada mutasi pegawau yang berleblhan pada fungsrfungsu kuncu, sepertl pengelolaan
kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan intemn, yang mungkin

- menunjukkan adanya masalah dengan Pimpinan SKPD terhadap penerapan SPIP. Hal-hal
'yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: - '

- a.
b
C.

d.

Tidak adanya mutasi pimpinan Satuan Kerja' Perangkat Daerah yang berleblhan yang
berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian intem.

Pegawai yang menduduki p05|5| penting tidak keluar (mengundurkan dln) dengan alasan

yang tidak terduga.

-Adanya tingkat perputakan (tumave/) pegawan yang Unggl yang dapat melemahkan

pengendalian intemn.

“Perputaran pegawai yang tldak berpola yang mengmd1kasnkan kurangnya perhatnan
' plmplnan Satuan Kena Perangkat Daerah terhadap pengendahan intemn. :

D. Struktur 0rgamsasu

1 Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dlsesualkan dengan ukuran dan snfat'
‘kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagal berikut: ’

a.

b.

. Struktur organisasi mampu memfasilitasi arus . informasi di- dalam Satuan Kerja
- Perangkat Daerah yang bersangkutan secara menyeluruh. '
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara jelas menyatakan faktor-faktor yang
menjadi perhmbangan dalam menentukan tmgkat sentrahsasn atau desentralisasi
organisasi. , . :
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2 KeJeIasan hubungan dan JenJang pelaporan mtem dalam Satuan Kerja Pelangkat Daerah
Hal-hal yang periu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: - '
‘a. Hubungan dan jenjang pelaporan ditetapkan secara efektxf sehingga dapat membenkan .

informasi yang  dibutuhkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk e

- melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. -
b. Pegawai memahami hubungan dan jenjang pelaporan yang telah dltetapkan
C. leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dengan mudah sahng berkomunikasi.

3. 'leplnan Satuan Kelja Perangkat Daerah melaksanakan evaIuas: dan penyesualan secara A

penodlk terhadap struktur orgamsa5| sehubungan dengan perubahan Ilngkungan strategls

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan ]umlah pegawal yang sesual, terutama untuk‘} o v

- posisi pimpinan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. memlllkl ‘waktu yang cukup untuk

~ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

~-b. Pegawai tldak boleh bekerja lembur secara berleblhan untuk menyelesalkan tugas yang Lo

. diberikan. -
c. Pimpinan Satuan Ker]a Perangkat Daerah 'adak merangkap tugas dan tanggung ]awab
bawahannya lebih dan satu orang ' , ,

. E Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab

1. Wewenang dlbenkan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tlngkat tanggung jawabnya i
dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Hal-hal yang peru - -

dlperumbangkan adalah sebagai berikut:
" a. Wewenang dan tanggung jawab dltetapkan secara ]elas di. dalam Satuan Kerja
. Perangkat Daerah dan dikomunikasikan kepada semua pegawai. I
b. Pimpinan ~ Satuan - Kerja Perangkat Daerah memiliki - tanggung jawab sesuai
- kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. ‘ :
~¢. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki prosedur yang efektif untuk .
memantau has:l kewenangan dan tanggung ]awab yang dldelegaS|kan . o

2. Pegawau yang diberi wewenang memahaml bahwa wewenang dan tanggung ]awab yang -
~ diterimanya terkait dengan pihak lain dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
- bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: e

a. Uralan tugas secara jelas menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung Jawab yang

' didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan. =

b. Uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk- pada pengendallan intemn terkait tugas S
tanggung ]awab dan akuntabllltas , - ‘

3 Pegawai yang diberi wewenang memaham| bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung :
. jawab terkait dengan penerapan SPIP. HaI -hal yang per1u dlpertlmbangkan adalah sebagal o
~ berikut:

 a. Pegawai, SeSUan dengan’ wewenang dan tanggung )awabnya, dlberdayakan untuk,-'__:"V

mengatasi masalah atau melakukan perbaikan. -
b. Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat k&selmbangan antara pendelegasian
kewenangan yang dltenma dengan ketenlbatan plmpman yang lebih tmggl ‘

F. Kebijakan dan Prakhk Pemblnaan Sumber Daya Manusua

1. Penetapan kebuakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentnan'* L

pegawai. Hal-hal yang periu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 5
a. \lepman Satuan Kerja Perangkat Daerah mengkomunikasikan kepada pengelola

pegawai mengenai kompetensi pegawan bam yang dlperlukan atau berperan serta

- dalam proses penerimaan pegawai. - - R
~b. Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah memlhkl standar atau Kriteria rekrutmen dengan o
penekanan pada pendldlkan, pengalaman, prestaS|, dan penlaku etika. '
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G.

1.

3k

C. Uraian dan persyaratan Jabatan sesual dengan standar yang dltetapkan oleh mstansn o

_yang benNenang

d. Terdapat  program  orientasi bagl pegawan ban.| dan  program - pelatlhan

‘berkesmambungan untuk semua pegawai.’

- e. .- Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawal dldasarkan pada penllalan kmelja

f. . Penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Satuan
' Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan. : : }
g. Nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam pemlalan klner]a

h. Pegawai diberikan umpan ballk dan: pemblmblngan untuk menmgkatkan kmerja serta |

diberikan saran perbaikan.

i.  Sanksi d|5|pl|n atau undakan pémbnmbmgan dlbenkan atas pelanggaran kebuakan atau R

" kode etik. :

' pemberhenhan pegawau dllakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

.. Pimpinan SKPD harus memiliki ‘hubungan kerja yang baik dengan SKPD lain dalam
melaksanakan tanggungjawab pengendahan yang bersnfat Ilntas SKPD dan Instans:

Penelusuran !atar belakang calon pegawal dalam proses rekrutmen Hal hal yang perIu
'dlperumbangkan adalah sebagal berikut: -

. a. Calon pegawai yang sering berpmdah pekenaan dlben perhatlan khusus »
,b, Standar penerimaan pegawal harus mensyaratkan adanya mveshgasu atas catatan ‘

kriminal calon pegawai. -
c. Referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja sebelumnya harus dlkonﬁrmaS|
d. IJazah pendldlkan dan sertnﬁkasn profesn harus dlkonﬁnnaS|

. | 'Supervxsn penoduk yang me_.madal terhadap pegawan Hal hal yang perlu dlperbmbangkan

adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah membenkan panduan, penllaxan, dan -
pelatihan di tempat ker]a kepada pegawai untuk ‘memastikan ketepatan pelaksanaan:
pekerjaan, mengurangl kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tmdakanv
' pelanggaran. -

b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memastlkan bahwa pegawal memahami e

~ dengan balk tugas, tanggung ]awab dan harapan plmpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah v

Perwujudan Pelan Aparat Pengawasan Intem Yang Efektlf

Di dalam Satuan Ker]a Perangkat Daerah terdapat mekamsme untuk membenkan ‘
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kelja Perangkat Daerah Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: -

‘a. 'Aparat pengawasan intem pemerintah, yang lndependen, melakukan pengawasan atas

 kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.:

b Aparat pengawasan intem - pemenntah membuat Iaporan hasnl pengawasan setelah '

- melaksanakan tugas pengawasan. . - -
¢. Untuk menjaga mutu hasil pemenksaan aparat pengawasan mtem pemenntah secara o
berkala d:laksanakan telaahan se]awat e _ :

.. Di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat mekamsme penngatan d|n| dan'}“

peningkatan efektivitas mana]emen ns:ko dalam penyelenggaraan mgas dan fungsu Satuan .
Kerja Perangkat Daerah . , I

Di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat upaya memellhala dan memngkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan (good gavemance) tugas dan fungsx Satuan Kerja ‘
Perangkat Daerah , -
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4.

Hubungan kelja yang baik dengan Satuan Kerja - Petangkat Daerah yang mengelola EE

anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercnpta ‘mekanisme saling uji. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

~ a. Satuan Kerja' Perangkat Daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Intansi

Pemerintah - yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta
melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran,
~ pengendalian intemn serta kinerja. - .
b. -Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memlllkl hubungan kerja yang baik dengan’

‘Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tanggung ]awab pengendalian S

. yang bersnfat lintas instansi.

DAFI'AR UJI PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan TuJuan SKPD Secala Keseluruhan.

1.

3.

Pimpinan Satuan Ket]a Perangkat Daerah menetapkan mjuan Satuan Kerja Perangkat -
Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Hal-hal yang perlu -

- dipertimbangkan adalah sebagai berikut: - _ a
a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan tu3uan Satuan Kerja Perangkat
' Daerah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana ,

dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

- b. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan disusun sesuai dengan g S

persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

¢. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara k&seluruhan harus cukup spesifik,

terukur, dapat dlcapal, reallstls, dan tenkat waktu
Seluruh tUJuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara ]elas d|komun|ka5|kan pada semua
pegawai. sehingga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mendapatkan umpan balik,
yang menandakan bahwa komumkasu tersebut berjalan secara efektnf

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan strategl operasmnal yang konsisten :

dengan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rencana pemlalan l’lSIkO Hal- \-Vk i

hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: , :
a. Rencana strategis mendukung tu;uan Satuan Ker]a Perangkat Daerah secara L
keseluruhan. -~ o

'b. Rencana strategls rnencakup alokasn dan pnontas penggunaan sumber daya.

¢. - Rencana strategis dan anggaran dlrancang secara nnc: sesual dengan tingkatan Satuan o
- Kerja Perangkat Daerah. -

~ d. Asumsi yang ‘mendasari rencana strategls dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 5

Daerah, konsusten dengan kondnsu yang terjadl sebelumnya dan kond|5| saat ini.

Satuan Keqa Perangkat Daerah memnhkn rencana strategls yang terpadu ‘dan penilaian
risiko, yang mempertimbangkan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan
dan risiko yang berasal dari faktor intem dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur ’

' pengendahan penanganan risiko.

'B. Penetapan TuJuan Pada T‘ngkatan o

1.

Penetapan tujuan pada Ungkatan keglatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana |

strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah “‘Hal- haI yang perlu dlpertlmbangkan adalah}_[.77 |

sebagai berikut:

-a.  Semua keglatan pent:ng dldasarkan pada tu1uan dan rencana strategis Satuan Ker_|a ;’;

Perangkat Daerah secara keseluruhan.

"b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memast:kan bahwa =

tu1uan tersebut masnh relevan dan berkesmambungan S
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'Tu1uan pada tmgkatan keg:atan salmg melengkapl, salmg menunJang, dan tldak ‘f‘ik |

bertenmngan dengan lainnya. =

Tu;uan pada tlngkatan keglatan relevan dengan seluruh keglatan utama Satuan Kerja :

Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan pada tingkatan kegiatan dltetapkan untuk semua keglatan operaSIonaI penhng
dan kegiatan pendukung.

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan’ konsnsten dengan praktlk dan kinerja sebelumnya yang
efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkm dapat dlterapkan pada keglatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. ,

TUJuan pada tmgkatan keglatan mempunyal unsur kntena pengukuran )

Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya Satuan Kerja Perangkat Daerah -

yang cukup. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: T

a. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi. :

b. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan Satuan Ker]a Perangkat Daerah :
harus memiliki rencana untuk mendapatkannya. - :

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengndentnﬁkasu tu1uan pada tlngkatan keglatan, S
yang penting terhadap keberhasilan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
keseluruhan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: '
a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengidentifikasi hal yang harus ada atau
dilakukan agar tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan tercapal. - e

~b. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu 7

secara khusus serta capaian kmerjanya dipantau secara teratur oleh plmpman Satuan
Keqa Perangkat Daerah . , : :

. ,Semua tingkatan pimpinan Satuan Keqa Perangkat Daerah terhbat dalam proses penetapan‘

tUJuan pada hngkatan keglatan dan belkomltmen untuk mencapalnya

’ C. Identifikasi Resnko

‘_1.

,leplnan Satuan Kena Perangkat Daerah menggunakan metodolog| ldenuﬁkaS| nsnko yangm‘ ' , :
~ sesuai untuk tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tujuan pada tlngkatan kegnatan -
“secara komprehensif. ‘Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebaga| berikut:

a. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk: mengldentlﬁka5| nsnko danA '
menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala. :

b. Cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dlanaI15|s, dan dlatasn telah dlkomumka5|kan
kepada pegawai yang berkepentingan. v '

c. Pembahasan identifikasi risiko dllakukan pada rapat tmgkat plmpman Satuan Ker]a,
Perangkat Daerah.

~d. Identifikasi risiko merupakan baglan dari praklraan rencana Jangka pendek dan Jangka

panjang, serta rencana strategis.
e. Identifikasi risiko merupakan hasnl dari perbmbangan atas temuan audlt, hasnl evaluasn,‘
dan penilaian lainnya. ,
f. Risiko yang diidentifikasi pada tmgkat pegawan dan pimpinan hngkat menengah -
- menjadi perhatan plmpman Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih tinggi. :

- Risiko dari faktor ekstemal dan mtemal dndentlﬁka5| dengan menggunakan mekanlsme |

yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: - : ,
~ Satuan Kerja Perangkat Daerah memperumbangkan nsnko dan perkembangan
teknologi.

| b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan Ieglsla’uf plmpman‘ : :

- Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan masyarakat sudah dipertimbangkan. _
C. R|S|ko yang timbul dan peraturan pemndang-undangan baru sudah dudentlﬁkasu
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~d. Risiko yang hmbul dan bencana alam, tJndakan keJahatan, atau tmdakan teronsme .
sudah dipertimbangkan.
e. Identifikasi risiko yang tlmbul dan perubahan kondisi usaha, pohtlk, dan ekonomr sudah
dipertimbangkan. ,
f. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan. '
g. Risiko yang timbul dari interaksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Iamnya dan =
- pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan. ;
h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawal Satuan Kelja»
; Perangkat Daerah sudah dipertimbangkan. . -
i. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (busmss proceﬂs reeng/neenng) :
atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan. - L
. j. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan srstem mformasr dan tldak tersedlanya V
~ sistem cadangan sudah dipertimbangkan. 2
k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang dldesentrallsasr sudah dudenhﬁkasr o
I. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawal dan tidak adanya '
_pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan. .
m. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam
pelaksanaan kegiatan penting Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah diidentifikasi.
n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab plmpman Satuan Kerja
~ Perangkat Daerah sudah diidentifikasi.
o. Risiko yang timbul dari akses pegawal yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan
sudah dipertimbangkan. .- - .
p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai /
- q. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pemblayaan program baru atau -
program |anJutan sudah dlperbmbangkan R

3. Penilalan atas faktor lain yang dapat meningkatkan nsrko telah dllaksanakan Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tu]uan, dan sasaran masa lalu atau
keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.

b. Risiko yang timbul dari- pemblayaan yang tidak memadal, pelanggaran penggunaan
dana, atau ketldakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan d| -masa lalu -
sudah dipertimbangkan. . - - :

 ¢. Risiko melekat pada misi Satuan Kerja Perangkat Daerah, program yang komplek dan ‘
penhng, serta keglatan khusus Ialnnya sudah diidentifikasi. :

4. Risiko Satuan Kerja Perangkat Daerah secara k&seluruhan dan pada set!ap tingkatan N
kegiatan pentlng sudah dudent:ﬁkasr

D. Analisa Resiko

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi,
mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan
dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat
mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
keseluruhan atau maksud dan tuwan suatu keglatan Hal-hal yang perlu dlperhmbangkan ‘
adalah sebagai berikut: - '
a. Semua kegiatan di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mungkin akan sangat

terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya. :
b. Perubahan rutin sudah dltangam melalui |dent|ﬁkaSI nsrko dan proses ana||5|s yang
ditetapkan.
¢. Risiko yang dlakubatkan oleh kondrsn yang berubah-ubah secara srgmﬁkan sudah

ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah

sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dlperhmbangkan dan Undakan yang
layak sudah diambil.- , ‘
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2 Satuan Kelja Perangkat Daerah membenkan perhatxan khusus terhadap risiko yang

 ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan yang menuntut perhatian plmplnan tlngkat atas. Hal-
hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: :

al

Satuan Kerja Perangkat Daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap-

- risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawan baru untuk menempatn posisi kunci

atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang.

Sudah ada mekanisme = untuk menentukan risiko yang terkandung akibat
diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko
yang terlibat dalam pela’ahan pegawal dalam- menggunakan sistem baru ini dan

‘menerima perubahan

Pimpinan Satuan Kerja kPerangkat Daerah sudah membenkan pertimbangan khusus

" terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau

penciutan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan
rencana, maksud, dan tujuan strategis.

Sudah diberikan pertimbangan terhadap- nsnko yang terlibat saat memperkenalkan
perkembangan -dan _penerapan teknologl baru yang pentmg serta pemanfaatannya
dalam proses operasnonal ' ‘
Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat Satuan Kerja Perangkat Daerah akan

‘memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru.

Risiko yang dlaklbatkan oleh pelaksanaan keglatan di suatu area geograﬁs baru sudah

' vdltetapkan

' DAFTAR UJI KEGIATAN PENGENDALIAN =

‘A. Penerapan Umum.

L

b
C.

1

Kebijakan dan prosedur yang ada berkaltan dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a.

b.

Semua tujuan yang relevan dan risikonya untuk masing-masing keglatan penting sudah

“diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah mengndenbﬁkasn tlndakan dan keglatan
pengendalian yang d|perlukan untuk menangam risiko tersebut dan memberikan
arahan penerapannya

Kegiatan pengendallan yang dudentlﬁka5| sebagal hal yang dlperlukan sudah dlterapkan _

* Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- a.

Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebljakan dan

‘prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai.
~ Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang
sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya keglatan pengendalian yang
berlebihan. :
Terhadap penylmpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi - yang
membutuhkan tindak Ianjut telah dlambll tlndakan secara tepat waktu. '

Kegiatan ,pengendallan ‘secara’ berkala dievaluasi ‘untuk memastikan bahwa kegiatan-
kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapka_n. ’ :

B. Reviu Atas Kinerja sxpn |

Reviu pada Tingkat Puncak - lepman Satuan Ker]a Perangkat Daerah memantau -

~pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dibandingkan rencana sebagai
- tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terllbat dalam penyusunan rencana strategis -
~ dan rencana kerja tahunan v

10
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:,‘;:b' ‘leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhbat dalam pengukuran dan pelaporan ; f‘f

S Pimpinan Satuan Kelja Perangkat Daerah secara berkala merevuu klner]a d|band|ngkan, i

- hasil yang dicapai.
rencana.

Reviu Mana]emen pada Tngkat Keglatan - leplnan Satuan Ker_|a Perangkat Daerah
meéréviu kinérja dlbandlngkan tolok ukur klnerja Hal-hal yang periu dlpertlmbangkan adalah

~sebagai berikut: v
-a. Pimpinan Satuan Ker_|a Perangkat Daerah pada setlap tlngkatan keglatan merewu

laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil -

b; Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional mereviu serta S
membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasuonal dengan hasil yang

- direncanakan atau diharapkan. - -
c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dllaksanakan, antara lain sepertl rekons:hasu o
- dan pengecekan ketepatan |nfonna5| - : .

C Pembmaan Sumber Daya Manusua. L

.1.'

Pemahaman bersama atas vnsu, m|S|, tlj]uan, nilai, dan strategl Satuan Kelja Perangkat' =

Daerah telah tercermin dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman

I panduan kerja: Ialnnya dan telah dlkomumkaS|kan secara ]elas dan kons:sten kepada seluruh »

pegawai.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah mem|||k| strateg| pembmaan sumber daya manusna yang ’
utuh dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan- .

sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan

pegawa| yang akan menJadl panduan bagl Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

.. Satuan Kelja Perangkat Daerah memmkl sh'ategl perencanaan sumber daya manusia yang o

- spesifik dan - eksplisit, yang dikaitkan dengan keseluruhan -rencana strategis, dan yang

memungkinkan dlIakukannya |dent|ﬁkaS| kebutuhan pegawal balk pada saat ini maupun g
masa mendatang : » o V 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memlhkl persyaratan Jabatan dan menetapkan kmelja | : -

',yang dlharapkan untuk setlap pOSISI plmplnan

.~ Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah membangun kerja sama hm, mendorong’-rq e
penerapan VISI Satuan Kelja Perangkat Daerah dan mendorong adanya umpan balik dari - "~

. pegawai.

Slstem manajemen klnelja Satuan’ Kerja Perangkat Daerah mendapat pnontas tertinggi dari .

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dlrancang sebaga| panduan bagn pegawai
dalam mencapai visi dan misi yang telah dltetapkan i A '

- Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memiliki prosedur untuk memashkan bahwa pegawal
~dengan kompetensx yang tepat yang dlrekrut dan dnpertahankan ‘

Pegawal yang telah diberikan onentas:, pelatihan dan kE|engkapan keqa e

melaksanakan tugas dan tanggung -jawab, harus mampu meningkatkan . kinerja dan

,meningkatkan kemampuan, serta memenuhl tuntutan kebutuhan orgamsas: yang berubah-

ubah

. Sistem kompensasn cukup memadal untuk mendapatkan, memotnvasn, dan mempertahankanv' e
- pegawai serta insentif dan penghargaan dlsedlakan untuk mendorong pegawa: melakukan

- tugas dengan kemampuan maksnmal

10.

Satuan Kerja Perangkat Daerah memlllkl program kese]ahteraan dan fasnlltas untuk"’i

: memngkatkan kepuasan dan komltmen pegawa|

1
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11. Pengawasan atasan dllakukan secara berkesmambungan untuk memashkan bahwa tt.uuany
pengendallan intern blsa dlcapal , o ‘

12. Pegawal dlbenkan evalua5| klnelja dan umpan ballk yang bermakna, jujur, dan konstruktnf}“u S
“untuk membantu pegawai memaham| hubungan antara kmer]anya dan pencapalan tu3uan S :

Satuan Ker_|a Perangkat Daerah

’ 13 leplnan Satuan Ker]a Perangkat Daerah melakukan kadensag untuk memashkan
, tersedlanya pegawai dengan kompetensn yang dlperlukan o

| | D. Pengendallan Atas Pengelolaan S|stem Infonnasn

1. Pengendallan Umum .

1)

Perangkat Daerah secara berkala melaksanakan penllanan nsuko secara periodik yangi'f

- komprehensif. Hal-hal yang periu dlpertlmbangkan adalah sebagai berikut: :
,a) Penilaian risiko dilaksanakan dan: didokumentasikan secara teratur dan pada saat"; .

sistem, fasilitas, atau kondisi Ialnnya berubah.

, 1 b) - Penilaian risiko tersebut sudah memperhmbangkan sénsnt:vntas dan keandalan data S
') : Penetapan risiko akhir dan persetu1uan plmpman Satuan Ker]a Perangkat Daerah

2)

3) “

.
5)

g

= dldokumenta5|kan

:anpman Satuan Kerja Perangkat Daerah mengembangkan rencana yang secara ]elas S .
;menggambarkan program . pengamanan serta kebuakan dan prosedur yang B TR
,mendukungnya - SR v V o o

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan . orga‘nisasi - »untuk

,meng|mplementasukan dan mengelola program pengamanan

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan uralan tanggung Jawabf' 3
pengamanan secara Jelas o , S

Satuan Kerja Perangkat Daerah meng:mplementasnkan kebuakan yang efektnf atas,

pegawal yang terka|t dengan program pengamanan

»Satuan Kerja Perangkat Daerah memantau efekhvntas program pengamanan danf o
- melakukan perubahan. program pengamanan jika dlperiukan Hal- hal yang perlu
'dlperhmbangkan adalah sebagai berikut:

~_ a) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 's‘ecara berkala men|Ia| kelayakan kebuakan

pengamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. -

b) Tindakan korektif dlterapkan dan diuji dengan segera dan efekuf serta dlpantau v

secara tems-menerus

2. Pengendahan Atas Akses

1)

. a) Kiasifikasi sumbér daya dan kntena terkalt sudah dltetapkan dan dlkomunlka5|kan ¥ O

Satuan Kerja Perangkat Daerah mengklasrﬁkasnkan sumber daya sistem mformasr

berdasarkan kepentungan dan sensrtw:tasnya Hal- hal yang perlu dlperumbangkan adalah S

sebagai berikut:

_kepada pemilik sumber daya. s
b) Pemilik sumber daya memilah-mllah sumber daya |nforma5| berdasarkan kIasnﬁkasn,' ‘
" dan kriteria yang sudah ditetapkan dengan memperhatlkan penetapan dan pemlalan 5

, nsnko serta mendokumentasukannya ‘ :

2) Pemlllk sumber daya mengldentlﬁkaS| pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke o

: mfon'nasu secara formal

12




ﬁEU[.JJ ewilsd nsiiresmsm Audnu nspnudmsnizshisd 61

Iiniuy Dr'mi nsh el emlermsd nnr\f Ailsd asgmu nsby
nsulul N6IBYEINSy (sb ByNsha 615IN6 nsgnudud imn

nexidearnam Cluiny jesehobsd  neAwdsiom fAswoed 3¢
nisduhegib pney i2nad

Hagiiotni moic

prsy. ,hbox.sq s16052 oxizit nsisiineg noisnsislasm 6l
Swsiitad ispsdas rslsbs nedpnsdmihisgib

Iss2 sbsqg nsb WISt BI6I32 nsiesinomu b nob 1
.Asduisd eynnisi

2 noxpnsdrmnagriism o
neniqniq nsujuics1sqg

Tk

pilotel]

.sieb nslsbnsay nsb "s:ivij'“
ds12s0 sApnarsd shisi nsy

-\

Sc

eslo} s16092 prsy sneanz nsdpnedmapnam fds1wsd 15

pnsy  wwbseowy nsb  psdsiidel  shze  nsnsmspn
Auznue - ieseinspio nadgsiznem  dsiss 16dpned

NBNBEMepnag mepoia clolo
dows] DnuRpns;  Nsisy ng/.quanm rsiesd  se0lp

r

26338 o

P2

Tindals prsy nodsiides! nadizsinamslgmipgnom 1

-
NIBABMBPNsy ME1D

nSh nNRNBMBENSY mMuipoiq esiivibisls usinsmoam
uileg posy isi-lsH neduhagib eYif nsnsmennsg
‘ ahetinad
m eladisd sisose 431950 IsiL
2uasasd noasiidad gebsrhiz
593092 nsgnsh ijuib ned

nsAstidsy; nsAzyelod isline

ysinsgis shsz oIz tsb

2sm01nl melkiz sycb
rislshs nsApnisdeningsgib vhag pnsy

todmue  neNizodiizslipnsm A
Iad-izhi .evnaciivitiar

nodizsdinumodib asb neslgeiasib rshuz Zsdisd sistiv

iesitizsly nexisachind fzamacint oyasb 1admue rdshm-n
nsislinzg nsb negsiensg nsdidsrhsamsm nopnsh nsxgy
RV shis

Nachiad pnsy snuppnsy izl

TUTT TR e B

>52 nsAwslid neasls neaswepnag LI

.i6Us2in s2id metni nailshnapnsa
shonbl i26ulsve n,o'hsd'b iswips9 .Sl
flsmarmn iswsgeq uinsdmearn slujmy

fAs1950 150pns199 50SY NSLIER

s

apneed ensd nsuisd  nsaigmis LEL

pamoX! nsprab iswsp3sq eynsibezisd

i2 noololegnaq 263A usilshnopned .Q

mumU asilcbnspus9 L1
suiad 6516292 fAs1960 36pnsis
bi1sg pnsy lsr-lsH Aiznarisigmo
sianis2islib oiizir nasislingg
zibnod usls esdiliest \mojeie
bue ludszie? odizit neislinag
neb sirbls olizit negsisnsg
fienizsinominichib

u

d
A
‘5
(d
(>

Apnsisd spied nsylse nsniqmig
) mMsIp0Iq nshisdimspansm
synprplubnam

(s

9 shisx  asuls2  nsnigmid
hiart Neh nexicseinamslgmipnam
16359 nsuise  nenigmis
3{ £16792 AGABMEDISG

5160 J5Apns1ed sh1od noulse
ng nsnnsh sisshiot pnsy iswepsy

aosG 3sdpnsisd shied nsulsz
16RO NsAsdn2g  nsdwislom
ispsd22 rlelsbs nespnodmitisgib
*m:)q srs)i nsuts2 nsaigraid (6
i tts sqw nsH sNEMEPNSyY
1sxgeistib Tl nstsball (d
2inanem-euist 516092

A
a8

Ta oy ] Ansilsbnapnsg .S
193G 15ipns1eS BhisA nsuise
92 nsb nspnitnegad nediszsbisd
wlhad jspsdse
nsh eysh scmuz izeditiesii (s
Loveb isdmiez dilimag sbeqsX
stirnsr syeb yedmuz Silired (d
123th dsbue pnsy shodiv! nsb
Aizsinomusiobnam choe odlizhy

(L

4

obipnara oysb admue silimsd (S

4610t 615022 iesrmoini




- 3) Satuan Ker]a Pelangkat Daerah menetapkan pengendallan ﬁs:k dan pengendahan loglk\_‘f L B

untuk mencegah dan mendeteksn akses yang udak dlotonsaa '

- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah memantau akses ke snstem ‘informasi, melakukanf, ,._‘

mvestngasn atas pelanggaran, dan mengambll tJndakan perbalkan dan penegakan o

o dlSlplln

Pengendahan atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Apllkasn -

1) Ftur pemrosesan sistem mformaSI dan modnﬁkasn program d|otonsag

2) Seluruh perangkat Iunak yang baru dan yang dlmutakhlrkan sudah dIU]I dan dlsetUJm

,'3) Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menetapkan prosedur untuk memastikan |

 terselenggaranya -pengendalian atas kepustakaan ‘perangkat lunak (software libraries) Si
termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat LT

|unak yang terpisah.
Pengendallan atas Perangkat I.unak Slsbem :

| 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membatasn akses - ke perangkat Iunak snstem '

berdasarkan tanggung ]awab pekerjaan dan otonsasu akses tersebut dldokumenta5|kan e

. 2) Akses ke dan penggunaan perangkat lunak snstem dlkendallkan dan dlpantau

, 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah mengendahkan perubahan yang dllakukan terhadap,ff‘i

perangkat Iunak sistem.

Pemlsahan Tugas

1) Tugas yang tldak dapat dlgabungkan sudah dudentﬁkas: dan kebuakan untuk'l,‘>,: ‘

mem|sahkan tugas tersebut sudah dltetapkan

| 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengendallan atas keglatan pegawa| melalun ,A ‘

6.

penggunaan prosedur, superV|5| dan rev1u

-Kontmultas Pelayanan Eoih e

.'1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penllalan, pembenan pnontas, dan',"f'
peng:dentuﬁkasuan sumber daya pendukung atas keglatan komputensas: yang kritis dan S

sensitif.

- 2) Satuan I(er_;a Perangkat Daerah sudah mengambll Iangkah Iangkah pencegahan dan S

~minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer antara lain melalui. -
penggunaan prosedur backup data dan program, penyimpanan back-up data di tempat =~~~
lain, pengendalian atas hngkungan, pelatlhan staf serta pengelolaan dan pemehharaan el e

: perangkat keras

3) lepman | Satuan Ker]a Perangkat Daefah ‘ sadah‘; : mengembangkan dan T
mendokumentasikan rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga -

(contingencyplarn),  misalnya - Iangkah pengamanan apablla terJadl bencana alam i
~ _sabotase, dan teronsme A : :

4)'Satuan Kena Perangkat Daerah secara berkala mengujl ‘rencana untuk mengataSI .
keJadlan tidak terduga dan melakukan penyesualan jika dlperlukan e

13
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. E. Pengéndalian'Aplikasi

1. Pengendallan Ohonsasn

o

| »'2)

3)
)

1)

2)

Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengendalrkan dokumen sumber. Hal hal el

yang periu dlpertlmbangkan adalah sebagai berikut: "
a) Akses ke dokumen sumber yang masih kosong dibatasi.

- b) Dokumen sumber dlbenkan nomor urut tercetak (prenumbéred)

Atas dokumen sumber dllakukan pengesahan Hal hal yang perlu dlpertlmbangkanf |
adalah sebagai berikut: , -
a) Dokumen sumber yang penting memerlukan tanda tangan otorisasi.

b) Untuk sistem aplikasi batch, harus digunakan lembar kendali batch yang menyediakan L

informasi  seperti tanggal, ‘nomor. kendah, Jumlah dokumen, dan jumlah kendall i

(control totals dari field') kunci. -~ '
¢) Reviu mdependen terhadap data dllakukan sebelum data dlentn ke dalam 5|stem

aphkasr _ : g .

Akses ke temunal entn data dlbataSI

File |nduk dan Iaporan khusus dlgunakan untuk memastlkan bahwa seluruh data yang i
dnproses telah dlotonsasn : ‘ G

g Lo 2. Pengendallan Kelengkapan S

Transaksi yang drentn dan dlproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang E

telah dlomnsasn

Rekonsuhasr data dllaksanakan untuk memvenﬁkasn kelengkapan data

3. Pengendallan Akurasn

1)
2
3)
1)

Desain entn data dlgunakan untuk mendukung akurasn data

Vahdasn data dan edlhng dllaksanakan untuk mengrdentnﬁkasr data yang salah.

Data yang salah dengan segera dlcatat dllaporkan, dunvestrgasr, dan dlperbarkn

‘ Laporan keluaran dlI’EVIU untuk mempertahankan akurasn dan vahdltas data

4. Pengendallan terhadap Keandalan Pemrosesan dan F‘Ie Data

1)

, 3

4)

Terdapat prosedur untuk memastlkan bahwa hanya program dan file data versi terkrm
yang drgunakan selama pemrosesan. : , _ . :

Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memvenﬁka51 bahwa versi ﬁle komputer :

yang sesuai yang d|gunakan selama pemrosesan

Terdapat program yang mem|I|k| prosedur untuk mengecek /ntemal file header /abels -
sebelum pemrosesan ~ o ;

Terdapat aphkasr yang mencegah perubahan fi/e secara bersamaan

14
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T F Pengendallan F'snk danAset |

1 P|mp|nan ‘Satuan Ker_|a Perangkat Daerah menetapkan, mengumplementas:kan, ‘dan
" mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada‘j
. seluruh pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: ©~ - :
 a. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah dltempkan, dumplementaS|kan, dan _

- dikomunikasikan ke seluruh pegawali. - ~

. b. .Satuan Kerja Perangkat Daerah telah mengembangkan rencana untuk |dent|ﬁka51 dan

y ‘pengamanan aset infrastruktur.
- ¢. " Aset yang berisiko hllang, dicuri, rusak, dlgunakan tanpa hak sepertl uang tunal, surat
- berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan, secara fisik dlamankan dan akses s
ke aset tersebut dikendalikan. '

iy d. Aset sepertl uang tunai, surat bei'harga, periengkapan, persedlaan, dan peralatan
' secara periodik dihitung dan dlbandlngkan dengan catatan pengendallan, ;sebap

.~ perbedaan diperiksa secara teliti.
e, Uang tunai dan surat berharga yang dapat dluangkan dljaga dalam tempat terkunc: dan ~
- akses ke aset tersebut secara ketat dikendalikan. :
f.  Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor urut tercetak
(prenumbered), secara fisik diamankan, dan akses ke formulir tersebut dikendalikan. .

* --g. Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara ﬁsuk dlllndungl dan i

- aksesnya dikendalikan dengan ketat.

h. Peralatan yang benS|ko dicuri dlamankan dengan dllekatkan atau d|||ndung| dengan ik

cara lainnya.
i. Identitas aset dllekatkan pada meubela:r, peralat:an, dan mventans kantor Ialnnya

o j. persediaan dan perlengkapan dlSlmpan dl tempat yang dlamankan secara ﬁs;k danfvr_l

-+ dilindungi dari kerusakan.
" k. - Seluruh fasilitas dilindungi dan apl dengan menggunakan alarm kebakaran dan snstem
~ pemadaman kebakaran. .

I Akses ke gedung dan fasnlltas dlkendahkan dengan pagar, pen]aga, atau pengendallan ~> sl |

. fisklainnya, -
Soom, -_Akses ke fasmtas di Iuar jam kena dlbatasn dan dlkendallkan

o 2. lepman Satuan Kena Perangkat Daerah menetapkan, menglmplementaSIkan, dan “ -
o mengkomumkasnkan rencana pemullhan setelah bencana (dsaster recavery plan) kepada» e

seluruh pegawau

G. Penetapan dan Revuu Indlkator dan Ukuran Kinena. N

1 Ukuran dan indikator klnerja dltetapkan untuk tmgkat Satuan Kelja Perangkat Daerah j'

kegiatan, dan pegawal

2.5 Satuan Ker]a Perangkat Daerah mereviu dan melakukan valldaS| seczra penodlk atas
' ketetapan dan keandalan ukuran dan lndlkator klnerja ' B '

3. Faktor pemlalan pengukuran klnerja dlevaluaS| untuk meyaklnkan bahwa faktor tersebut'

seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur ‘insentif yang - o

. pantas untuk mencapal tUJuan dengan tetap memperhahkan peraturan perundang-
- undangan.

-4, Data capalan klnEIja dlbandmgkan secara terus-menerus dengan sasaran yang dltetapkan 5
dan selisihnya dlanahS|s lebih IanJut ' : v :

::15: e N
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H Pemlsahan Fungsl ;' :

1.

“Tidak seorangpun dlperbolehkan mengendallkan seluruh aspek utama transaksi atau"jf'_'*

“kejadian. -

Tanggung ]awab dan tugas atas transakSI atau ke]adlan dlplsahkan di antara pegawal
berbeda yang: terkalt dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan,

pembayaran atau ‘pemerimaan dana, reviu dan audlt serta fungsn-fun95| penylmpanan__ri S b

~dan penanganan aset.

ATugas dllumpahkan secara sustemat:k ke seJumIah orang untuk membenkan keyaklnanw“ Co

adanya checks and balances

Jika memungkmkan, tldak seorangpun dlperbolehkan menanganl sendm uang tunal, surat : . £

berharga, dan aset ben5|ko Unggl Ialnnya

‘Saldo bank- dlrekonsmaSI oleh pegawan yang tdak mem|I|k1 tanggung ]awab atas

}penenmaan, pengeluaran dan penylmpanan kas

Pimpinan Satuan Ker_;a Perangkat Daerah mengurangl kesempatan terjadlnya kolusi e

" karena adanya kesadaran bahwa kolusn mengaklbatkan ketldakefektlfan pemlsahan fungsi. o

I Otonsasl atas Tmnsaksn dan Kejadlan Pentmg

Pimpinan Satuan Ker]a Perangkat Daerah menetapkan dan mengkomunlkaS|kan syarat dan : T

" ketentuan otonsa& kepada pegawai. Hal hal yang perlu dlperbmbangkan adalah sebagai
berikut: : , i

-1

1.

Terdapat pengendahan untuk membenkan keyakman bahwa hanya tmnsaks: dan ke]adlan | gt
* yang valid diproses dan. dlenm sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Satuan e

Kerja Perangkat Daerah

Terdapat pengendahan untuk memastlkan bahwa hanya tansaksu dan ke]adlan sngmﬁkan : |
yang dientri adalah yang te|ah dlotonsasn dan dllaksanakan hanya oleh pegawai sesuai -
.Imgkup otontasnya : : 2o 7 | R

Otorisasi yang secara speSIﬁk memuat kondnsu dan syarat otonsasn dlkomumka5|kan secara e

jelas kepada pxmpman dan pegawau Satuan Kelja Perangkat Daerah

Terdapat persyaratan otonsa5| yang seJaIan dengan arahan dan dalam batasan yangv, :
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang—undangan dan ketentuan pimpinan Satuan- B

Kelja Perangkat Daerah

Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transak51 dan Ke]adlan. .

Transaksi dan ke]adlan dlklaSlﬁkaSlkan dengan tepat dan’ dlcatat dengan segera sehlngga
tetap relevan, bemilai, dan berguna bagi pimpinan Satuan Kena Perangkat Daerah dalam

L mengendahkan keglatan dan dalam pengambllan keputusan

KIasuﬁkaS| dan pencatatan yang tepat dllaksanakan untuk seluruh 5|klus

Otonsasn u'ansakS| atau keJadlan yang mencakup otonsasy pelaksanaan pemrosesan, dani e

klasifikasi akhlr dalam pencatatan |kht|sar

6
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K Pembatasan akses Atas Sumber Daya Dan Penatatannya

~ Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan akses hanya kepada pegawal yang'
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara. berkala Hal-hal yang perlu '
dxperumbangkan adalah sebagai berikut: :

L

R|5|ko penggunaan secara tidak sah atau kehllangan dlkendallkan dengan membaiasn akses: R

ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawal yang berwenang
Penetapan pembatasan akses untuk penylmpanan secara penodlk direviu dan dlpellhara

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempertlmbangkan faktor-faktor seperti mlan

aset, kemudahan dipindahkan, _ kemudahan dltukarkan ket|ka menentukan bngkat =

pembatasan akses yang tepat

L. Akuntabllltas Terhadap Sumber daya dan Penataian

lepman Satuan Kelja Perangkat ‘Daerah menugaskan pegawa| yang bertanggung jawab

terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan - reviu atas

~ penugasan tersebut secara . berkala Hal-hal yang per1u dlpertlmbangkan adalah sebagan
 berikut: - , ; ‘ i a

1.

Pertanggungjawaban atas penylmparnan, penggunaan, dan pencatatan sumber dayai [ape

- ditugaskan kepada pegawan khusus

.. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penylmpanan sumber daya secara penodlk .

dlrewu dan dlpehhara

Pembandlngan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntablhtas dulakukan : ;
untuk menentukan kesesualannya dan, jika tldak sesual, dllakukan audlt ‘ s

lepman Satuan Kerja Perangkat Daerah mengmfonnasukan dan mengkomumkasukan} :
tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam = ..
' orgamsasn dan meyaklnkan bahwa petugas tersebut memahaml tanggung Jawabnya R

M. Dokumentasn yang Balk Atas Slstem Pengendallan Intem Serta Tmnsaksl dan,
' Ke]adlan Pentmg. - o R - . Ry

1.

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah mem|||k| mengelola, memellhara, dan secara";"
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern
serta transaksi dan keJadlan pentmg Hal hal yang perlu dlpertlmbangkan adalah sebagal
berikut:

a. Terdapat dokumenta5| tertulls yang mencakup Slstem Pengendallan Intem Satuan - o

Kerja Perangkat Daerah dan seluruh transaksi dan ke]adlan pen'ang
b. Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa. - -
c. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup |dent|ﬁka5|, penerapan dan
evaluasi atas tujuan dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tingkatan kegiatan

serta  pengendaliannya yang tercermin dalam kebuakan admlmstrauf pedoman

akuntansr, dan pedoman lalnnya ‘

DokumentaS| abs . Sistem Pengendallan “Intern "mencaku’p | dok}ufment‘aSI yangA S

menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta

- pengendalian umum dan pengendalian aphkasn L
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\ Informasu e

. ‘:Terdapat dokumen SI,'V

Terdapat dokumentas: atas transaksu dan ke;adran pentmg yang Iengkap dan akurat:j:
. sehingga memudahkan penelusuran transaksu dan ke]adnan pentmg se]ak otonsasn, mnsnasn,
- pemrosesan hmgga‘penyelesalan § L RN Rt S , ‘

plhak Ialn yang tenlbat dalam evaluaSI dan anaIIS|s keglatan

.; Seluruh dokumentaS| dan catatan dlkelola dan dlpehhara secara balk serta dlmutakhlrkan:f .
- secara berkala b e

- mmnunmmwsr DANKOMUNIKAST

InformaSI dan sumber lntemal dan ekstemal dldapat dan dlsampalkan kepada plmpmanxj‘

_Satuan Kerja“ Perangkat ‘Daerah sebagal bagian dari pelaporan Satuan Kerja Perangkat -
~ Daerah sehubungan: dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tUJuan yang telah Rt o

dltetapkan Ha|-hal yang perlu dlperhmbangkan adalah sebaga| benkut

.a.* InformaS| mtemal yang pent:ng dalam mencapar tu;uan Satuan Kerja Perangkat
" Daerah, termasuk informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan yang =
kritis, sudah dudentrﬁka& dan secara teratur dllaporkan kepada plmplnan Satuan Ker]a

L Perangkat Daerah.

 b. Satuan Kerja Pemngkat Daerah sudah mendapatkan dan melaporkan kepada

e ~p|mpman semua informasi eksternal relevan, yang dapat mempengaruhl tercapainya =
- misi, maksud, dan tu3uan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama yang berkaitan: =~
\ “‘wdengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perubahan pol:bk dan‘ i
..~ ekonomis. .. - R
- c.  Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah d| semu tmgkatan telah memperolehj

N meormasn mtemal dan ekstemal yang dlperlukan

Infonnasn terkalt sudah dudentlﬁkasu, daperoleh dan dldustnbu5|kan kepada plhak yang
- berhak’ dengan rincian - yang ‘memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, sehingga
- memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas ‘dan tanggung Jawabnya secara eﬁsnen 8

" dan efektif. Hal-hal yang perlu dlpertlmbangkan adalah sebagan berikut: .
o an P|mp|nan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menerima informasi hasnl anallsls

: d. - Informasi disediakan tepat waktu agar dapat dilaksanakannya pemantauan kejadlan, .
-kegiatan, . dan transak51 sehlngga memungkmkan dllakukannya undakan korektlf gy

'e,. ~Pimpinan yang bertanggung ]awab terhadap suatu program sudah menenma*
. informasi operasronal ‘dan keuangan untuk- ‘membantu ‘mengukur dan menentukanf»
~pencapaian rencana kinerja strategis, tahunan- dan. target Satuan Kerja Perangkat

- yang dapat membantu dalam mengndenbﬁkas: tJndakan khusus yang perlu
~ dilaksanakan.

o kfb'.;] Informasi sudah dlSlapkan dalam bentuk nncnan yang tepat sesuan dengan tmgkatan

- pimpinan Satuan KerJa Perangkat Daerah

¢ Informasi _yang _relevan _ diringkas dan dlsajlkan “secara - memadal sehlngga

e memungkmkan dllakukannya pengecekan secara rinci sesuai keperluan.

- secara cepat.

- -Daerah sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan ‘sumber daya. .

i f. ‘ Informasi operasmnal sudah disediakan bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
e sehmgga mereka dapat menentukan apakah pelaksanaan program ‘sudah s&sualr';;j;g,;

- ~dengan peraturan perundang- undangan.

'g. Informasi keuangan dan anggaran yang ‘emadal sudah dlsedlakan guna mendukung

‘ :,penyusunanpelaporan keuangan mtemal dan ekstemal

balk dalam bentuk cetakan maupun elektronls, yang berguna bag| i
- pimpinan Satuan . Kerja Perangkat Daerah dalam mengendallkan keglatannya dan bagu
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B, Komumka5|

1. Pimpinan Satuan’ Kerja Perangkat Daerah harus memasbkan terjallnnya komumkasn internal con

' yang efektlf HaI hal yang periu dlpertlmbangkan adalah sebaga| benkut

a.

leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah membenkan arahan yang ]elas kepada
seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung ]awab pengendal:an intemn - adalah
masalah penting dan harus diperhatikan secara serius. :
Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dlkomumka5|kan dengan jelas dan.

- sudah dimengerti aspek pengendalian intemnya, peranan masing-masing pegawai, dan -

hubungan pekerjaan antar pegawai.

Pegawai sudah diinformasikan bahwa, jika ada hal yang tldak dlharapkan terjadi dalam
pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut,
tetapi juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intern bisa -
diidentifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut memmbulkan keruglan lebih

B lanjut terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. 'leplnan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memastlkan bahwa sudah terjalm‘ Bpe

. Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima- serta konsekuensmya sudah

dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai. e
Pegawai memiliki saluran komunikasi -informasi ke" atas selain melalw atasan -

langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari plmplnan Satuan Kerja Perangkat SR

Daerah untuk mendengar keluhan sebagai baglan dari proses manajemen.

Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan‘ .

lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional. -

. Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpnsah yang blsa:f'

berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan. ¥ i
Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (repnsal)
jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Adanya -mekanisme = yang -memungkinkan pegawai menyampaikan -rekomendasi -

penyempurnaan kegiatan, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan

penghargaan terhadap rekomendasu yang ba|k berupa hadlah langsung - atau bentuk‘ "

penghargaan lainnya.

Pimpinan = Satuan’ Ker]a” Perangkat Daerah senng berkomumkas: dengan aparat‘_" :
pengawasan intern pemenntah dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan .

intern’ pemenntah mengenal klner]a, nsnko, inisiatif pentlng, dan ke]adlan pentmg‘

' Iamnya

- komunikasi ekstemal yang efektif yang memiliki dampak sngmﬁkan terhadap program, "
proyek, kegiatan, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya \
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a.

Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan,‘ﬂ |
konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa = -
~memberikan masukan yang sugmﬁkan terhadap kuahtas pelayanan Satuan Kerja -

'Perangkat Daerah. - :
Semua pihak eksternal yang ‘berhubungan dengan Satuan Ker]a Perangkat Daerah

-sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti

bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan.

Komunikasi dengan eksternal sangat dldorong untuk dapat mengetahun berfungsmya -
. pengendalian intern.

Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenan Iayanan Satuan Kerja Perangkat“
Daerah, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunJukkan adanya permasalahan

~ dalam pengendallan R
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah memast:kan bahwa saran dan rekomenda5| o

aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah-
dipertimbangkan sepenuhnya dan dlhndaklanjub dengan memperbalkl masalah atau .
kelemahan yang diidentifikasi. =~ - T
Komunikasi dengan badan _legislatif, Satuan KerJa Perangkat Daerah pengelola

anggaran dan perbendaharaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, medla, dan
masyarakat harus berisi informasi sehingga misi, tu;uan, n51ko yang dlhadapl Satuan

‘ Ker]a Perangkat Daerah lebih dapat dlpahaml
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e C Bentukdan Sarana Komumkasn.‘ ‘,; - *

- 1L “,Satuan Ker]a Perangkat Daerah mengelola, mengembangkan, dan ‘memperbarui snstem o

informasi untuk memngkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus -
menerus. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: K
~'Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem =
“informasi yang merupakan baglan dari - rencana strategls Satuan Kerja Perangkat'-~ .

_ Daerah secara keseluruhan.

-

Adanya mekanisme untuk mengndentnﬁkasn berkembangnya kebutuhan informasi.

Sebagai bagian -dari manajemen informasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah telah

memantau, menganalisis, 'mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan
kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terus menerus memantau mutu
informasi yang dikelola, dlukur dan segl kelayakan |5|, ketepatan waktu, keakuratan,

iy dan kemudahan aksesnya

o 2 Dukungan plmplnan Satuan Ker]a Perdngkat Daemh terhadap pengembangan teknologl

~ informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyedlakan pegawai dan pendanaan
: yang memadal terhadap upaya pengembangan tersebut :

A Pemantauan Berkelanjutan

' DAFTAR UJI PEMANTAUAN

1 leplnan Satuan Ker_|a Perangkat Daerah ‘memiliki st:ategl untuk meyaklnkan bahwa o
pemantauan berkelanJutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan

_ teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada saat . - o

pengujian secara berkala dlperlukan Hal-hal yang perlu dlpertlmbangkan adalah sebagai
benkut :

_Strategi pimpinan ‘Satuan- Kena Perangkat Daerah menyedlakan umpan bahk ruun,’
pemantauan klnerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan. '

 Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan plmpman |

~ program atau operasional bahwa mereka bertanggung: jawab atas pengendalian -
intern dan pemantauan efektivitas kegiatan. pengendallan sebagai baglan dari tugas o

--mereka secara teratur dan setiap hari.

Adanya strategi pemantauan yang mellputli metode untuk menekankan pimpinan

program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bahwa

‘tugas mereka. adalah untuk memantau efektlwtas 'kegiatan pengendallan secara

“teratur. . -
.- Adanya strategl pemantauan yang mencakup |dent|ﬁka5| keglatan operasi penting dan
- sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus.

Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala keglatan

: 'pengendahan atas keglatan operas: pentng dan snstem pendukung pencapalan mnsn

' 2 Dalam proses melaksanakan keglatan rutln, pegawal Satuan Kerja Perangkat Daerah
‘mendapatkan informasi berfungsmya pengendahan mtem secara efektlf Hal- hal yang
periu dlperumbangkan adalah sebagai berikut: '

a.

Laporan .operasional sudah terintegrasi atau dwekonsﬂnasn dengan data’ Iaporan
keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan,
serta . pimpinan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah memperhatikan = adanya

o 'ketldakakuratan atau penylmpangan yang blsa mengmdnkasnkan adanya masalah

_pengendalian intemn. -
-Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasnonal membandmgkan :
- informasi kegiatan atau informasi.operasional lainnya: yang didapat dari kegiatan
- sehari-hari dengan informasi yang dldapat dari sistem informasi dan menlndaklanjutu
~ semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan. AR .
. Pegawai  operasional harus menjamin - keakuratan Iaporan keuangan unit dan :

bertanggung Jawab ]lka dltemukan kesalahan
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Komunukasn dengan plhak eksternal harus dapat menguatkan data yang dlhasﬂkan secara
internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendallan mtem Hal-
~ hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Pengaduan rekanan mengenal prakhk tidak ad|l oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
harus diselidiki. K
. b. Badan legislatif dan badan pengawas mengkomumkaSIkan mformaSI kepada Satuan

~ Kerja Perangkat Daerah mengenai kepatuhan atau hal lain" yang mencerrmnkan

" berfungsinya pengendalian intern - dan pimpinan - Satuan- Ker]a Perangkat Daerah = B

menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan. ,
- ¢. Kegiatan pengendallan yang gagal mencegah atau mendeteks: adanya masalah yang *
,tumbul harus direviu. .

. Struktur orgamsasn dan supervnsn yang memadai - dapat membantu mengawaS| fungsy
pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dlpertlmbangkan adalah sebagai berikut:

~-a. Pengeditan dan pengecekan otomatis serta kegiatan penatausahaan -digunakan untuk e

membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.
b. Pemisahan tugas dan tanggung Jawab dlgunakan untuk membantu - mencegah

penyelewengan , >
c. Aparat pengawasan intem pemenntah harus mdependen dan memlllkl wewenang untuk

melapor langsung ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak melakukan ’: o

“tugas operasional apapun bagl kepentlngan plmplnan Satuan Kena Perangkat Daerah

. Data 'yang tercatat dalam S|stem mformasu dan keuangan secara berkala dlbandlngkan" :
dengan aset fisiknya dan,- jika ada sehsnh harus telusun Hal-hal yang - perlu
- dipertimbangkan adalah sebagai berikut: :

a. Tingkat persediaan barang, perlengkabah, dan aset lalnnya sudah dlcek secara berkala, L :

selisih antara jumlah yang tercatat dengan JumIah aktual harus dlkOl’ekSl dan penyebab' :
- selisih tersebut harus dijelaskan. '

- b. Frekuensi pembandlngan antara penczahtan dan ﬁs1k aktual dldasarkan atas tlngkat

- kerawanan aset. 1%
‘c. - Tanggung jawab untuk menylmpan, men]aga, dan mel|ndung| aset dan sumber dayajf
- lain dlbebankan kepada orang yang dltugaskan : : L v

leplnan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengambnl Iangkah untuk’f S

T menindaklanjuti rekomendasi- penyempurnaan- pengendalian intemal yang secara teratur : :‘

dlbenkan oleh aparat pengawasan intem pemenntah audltor, dan evaluator lalnnya

. 'Rapat dengan pegawal dlgunakan untuk ‘meminta masukan tentang efektnwtas v

pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: =
-a. . Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intemn -

“yang muncul pada saat pelatihan, semlnar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya B

diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasu masalah atau untuk
‘memperkuat sistem pengendalian intern. i

| ‘b. Saran dari pegawai mengenai pengendahan mtem harus dlpertlmbangkan dan"_j o

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. .

- ¢. Pimpinan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mendorong pegawa| untuk
- mengidentifikasi kelemahan pengendahan mtem dan melaporkannya ke atasan
langsungnya Lo : : : o

. Pegawai secara berkala dlmlnta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah - -
mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai penlaku yang dlharapkan Hal—hal P
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: A
a. Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik. B
b. Tanda tangan diperiukan untuk membuktlkan dllaksanakannya fungsn pengendallan' ‘
intern pentmg, mlsalnya rekonS|l|a5| S o

a
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- B Evaluasn Terplsah

1.

Ruang lingkup dan frekuen5| evaluas: pengendallan |ntem secara terplsah telah memadal
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Hal-hal yang perlu duperbmbangkan adalah sebagal
berikut: .

a. Hasil penilaian nsnko dan’ efektlvntas pemantauan yang be:kelan;utan dxpertlmbangkan :

b.

saat menentukan Ilngkup dan frekuensi evaluasi terpisah.

_ Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat adanya kejadian mlsalnya

perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan
Satuan Kerja Perangkat Daerah, “atau perubahan operasmnal atau pemrosesan’
informasi keuangan dan anggaran. . .

Evaluasi secara berkala dllakukan terhadap baglan dan pengendahan mtem secara v

“memadai.. . ,
_Evaluasi . terplsah dllakukan oIeh pegawai yang mempunyan keahlian tertentu yang

dlsyaratkan dan dapat mellbatkan aparat pengawasan |ntem pemenntah atau auditor

) ekstemal

2. Metodologn evaluaS| pengendahan mtem Satuan Ker]a Perangkat Daerah haruslah logls dan
memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

3.

a.
b.

C.

" h.

Metodologi yang dipergunakan telah mencakup seff . assessment dengan
menggunakan daftar periksa (check /ist), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya.

Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian

intern dan pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern.
Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan sistem informasi berbasis .

komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan

komputer  untuk - mengldentuﬁKaSI mdlkator meﬁsnensn, pemborosan, atau
penyalahgunaan. . -

Tim evaluasi - terplsah menyusun suatu rencana evaluasn untuk meyaklnkan
terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi. ‘
Jika proses evaluasi terplsah dilakukan oleh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 'maka harus dipimpin oleh seorang peJabat dengan kewewenangan, kemampuan, dan
‘pengalaman memadai. 3 k
“Tim evaluasi terpisah_ harus memahamn secara memada| mengenal VISI, misi, dan

tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kegiatannya. - -
Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian mtem Satuan Kerja S
Perangkat Daerah seharusnya berkerja dan bagaimana implementasinya. i

- Tim evaluasi terplsah menganahs:s hasil evaluas: dubandnngkan dengan kriteria yang}
_ sudah ditetapkan.

Proses evalua5| dldokumentaSIkan sebagalmana mestmya

Jika evaluasi terplsah dllaksanakan oleh aparat pengawasan intem pemerintah, ‘maka ,
aparat pengawasan intem pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya, kemampuan,
dan mdependensn yang memada| Hal hal yang periu dlperumbangkan adalah sebagat .
berikut: ‘

a.
- b.

C.

b.

Aparat pengawasan mtem pemenntah memihkn staf dengan nngkat kompetensu dan _'
pengalaman yang cukup :
Aparat pengawasan - mtem pemenntah secara organisasi independen dan melapor ,
langsung ke pimpinan tertinggi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan aparat pengawasan mtem

pemerintah ‘harus. sesual dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang s
bersangkutan SREL . . ’

‘Kelemahan yang dltemukan selama evaluaS| terplsah segera dlselesalkan Hal- hal yang
- perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: ;
a.

Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang berl:anggung '
jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. v
Kelemahan dan’ masalah _pengendalian intern yang senus segera dllaporkan ke

pnmpman tertmggl Satuan Ker]a Perangkat Daerah ‘
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C Penyelesalan Audlt ;'/’1

’1‘. - Satuan Ker]a Satuan Ker]a Perangkat Daerah sudah memlhkl mekamsme untuk meyaklnkan ,‘
- ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu Iamnya dengan segela Hal-hal yang perlu
- dipertimbangkan adalah sebaga1 berikut: - -

o as

Pimpinan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah segera mereviu dan
mengevaluasi temuan -audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan
adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan.

Pimpinan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan tindakan yang .
-~ memadai untuk memndaklanjutl temuan dan rekomendasi.

Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhat:an pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Dalam hal terdapat kehdaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi, pimpinan
Satuan Ker]a Perangkat Daerah menyatakan bahwa temuan atau rekomendasi tersebut
tidak tepat atau tidak periu ditindaklanjuti. :
Pimpinan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempertlmbangkan untuk
melakukan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, ' aparat: pengawasan intern -
pemerintah, dan -auditor eksternal lainnya) dan pereviu’ ]lka dlyaklm akan membantu
dalam proses penyelesalan audit. :

= 2. leplnan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggap terhadap temuan dan
. rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendallan inten. Hal-hal yang
‘perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a.

Pimpinan Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengevaluasi

temuan dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang layak untuk memperbalkl

atau memngkatkan pengendalian. '
Tindakan pengendallan mtem yang dlperlukan, diikuti untuk memastikan
penerapannya - : -

3. Satuan Kelja Satuan Kerja Pelangkat Daerah memndaklanjuhtemuan dan rekomendasi

- ‘audit dan reviu Iannnya dengan tepat Hal-hal yang perlu dnpertlmbangkan adalah sebagai -

- berikut: :
a. Masalah yang berkaltan dengan transaks: atau ke]adlan tertentu dlkOl'ekSI dengan
. segera. . ’
b.-‘Penyebab yang d|ungkapkan dalam temuan atau rekomendas: dltelm oleh pimpinan
, Satuan Kerja Perangkat Daerah. :
‘€. Tindakan dlambll untuk memperbalkl kond|5| atau mengataS| penyebab terjadinya
temuan. ~
d. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan audltor memantau temuan audit dan
' reviu serta rekomendasmya untuk meyakmkan bahwa tindakan yang dlperlukan telah
dilaksanakan. ,
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala mendapat Iaporan status

“-penyelesaian audit dan- reviu sehingga pimpinan dapat meyakmkan kualltas dan
- ketepatan waktu penyelesalan setlap rekomendasn ‘

PENGORGANISASIAN SPIP

\'f~DaIam penyelenggaraan Peraturan. Bupat| ini, ‘dlbentuk Satuan Tugas SPIP Pemenntah Kabupaten :

L  Bengkalis dan Satuan Tugas SPIP SKPD.

' Organlsa51 Satuan Tugas SPIP Pemenntah Kabupaten Bengkahs dltetapkan dengan Keputusan" -
e Bupati dengan sususnan organisa51 sbb 5 ,

rewwr

Penanggung jawab

Ketua Satgas - ' _
. Sekretaris Satgas o '

: Anggota sebanyak-banyaknya 7 orang dengan ]umlah ganjll

3
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~ Organisasi SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah dltetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

- dengan susunan organisasi sbb :-
1. Penanggungjawab N
2. Ketua Satgas
3. Sekretaris Satgas
4, Anggota satgas -
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